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Abstract

Legal development aims to establish and secure the implementation of development and its results. The effort that needs to be done to achieve that goal is by reforming the law in a directed and integrated manner and supporting development in various fields as well as legal awareness and dynamics that develop in the ummah.
One of the efforts towards the development of law, among others relating to; First, Land, which has been regulated in PP. No. 28/1977 concerning the representation of property as the implementing regulation of article 49 paragraph 3 of the Law. No 5/1960 Basic Principles of Agrarian Affairs. Second, the law (Islamic jurisprudence). Land "waqf", In law (fiqh) Islamic waqf is worth shadaqah jariah or practice whose reward always flows even though the person who has done so has died, as long as the waqf property is still effective.
Waqf is a religious facility that closely related to efforts to achieve prosperity and as a means of empowering people. Waqf practices are very significant for socio-economic, cultural and religious life. Therefore, Islam puts the practice of waqf as one of the practices of worship in which the person who works it will be given joy by Allah. 
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PENDAHULUAN 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988-1993, menyatakan bahwa pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tujuan akan tercapai dengan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu, dan mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di umat. 
Salah satu upaya menuju kearah pembangunan hukum dari segi pembangunan diberbagai bidang sesuai ketentuan dalam GBHN. Yaitu. Pertama, yang berhubungan dengan tanah. Kedua, yang berhubungan dengan hukum (fiqih) Islam. Berhubungan dengan tanah telah diatur dengan PP. No. 28/ 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sebagai peraturan pelaksana dari pasal 49 ayat 3 UU. No.  5/ 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yang menyatakan  bahwa perwakafan tanah  milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Dikelurkannya PP tersebut selain melindungi tanah wakaf, menertibkan wakaf tanah milik, juga hal-hal yang terkait dengan persoalan tanah wakaf di umat, tidak lagi dipandang sebagai suatu lembaga keagamaan yang bersandar pada hukum Islam semata, akan tetapi lebih dari itu telah diangkat kedudukannya sebagai suatu lembaga formal di dalam hukum agraria nasioanal.
Sedangkan dalam hukum (fiqih) Islam, ada istilah tanah wakaf yang bernilai shadaqah jariah atau amalan yang pahalanya selalu mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia, selama harta wakaf itu masih tetap berdaya guna. Sebagaimana hadist  Nabi Saw, artinya,  “ Apabila anak  Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara; sodaqoh jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya”.
Menurut Ibnu Qudamah, seorang ahli hukum (fiqih) Islam Mazhab Hambali menyatakan bahwa apabila harta wakaf yang telah mengalami kerusakan sehingga tidak mendatangkan manfaat lagi seperti tujuan semula, hendalah dijual saja. Barang yang dibeli dengan menjual harta tertentu (wakaf) mempunya kedudukan yang sama dengan wakaf semula. 
Wakaf yang merupakan salah satu lembaga keagamaan yang erat kaitannya dengan upaya pencapaian kemakmuran umat dan sabagai sarana penyaluran harta yang dikaruniakan oleh Allah Swt kepada manusia. Amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sabagai salah satu amalan ibadah yang mengerjakannya diberikan kegembiraan oleh Allah Swt. Dalam bidang ekonomi, wakaf memegang peranan semacam per schokbreker dalam keseimbangan kehidupan umat, dalam menutupi kebutuhan umat yang vital, seperti; pembangunan masjid, mushalla, langgar-langgar, madrasah, sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren dan lainya. 
[bookmark: _GoBack]Peneliti mencoba untuk mengangkat wilayah pimpinan Muhamadiyah kabupaten Bogor sebagi obyek studi kasus, yang meliputi Leuwiliang, Jasinga, Puraseda, Cisarua dan Cibinong. Metode yang digunakan adalah metode interview dan dokumenter dan data yang telah dikumpulkan, disederhanakan dengan tabulasi dan dianalisa dengan cara statistik deskriptif yaitu frekwensi distribusi dan tabulasi silang.


PEMBAHASAN 

A. Pengertian Wakaf
Menurut arti bahasa, Wakaf berarti “habs” atau “menahan’ karena dalam kitab-kitab fiqh mazhab Maliki lebih banya digunakan kata habs yang artinya sama denga wakaf. Menurut Muhammad Daud Ali perkataan wakaf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja dalam bahasa arab “waqafa” yang berarti menghentikan, berdiam ditempat atau menahan sesuatu.
Pengertian waqaf dihubungkan dengan harta kekayaan adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridlaan Allah Swt. Sedangkan Sayyid sabiq mengartikannya sebagai menahan harta dengan memberikan manfaatnya dijalan Allah Swt. 
Adapun rumusan dalam PP. No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadadatan  atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dengan dilakukannya pemisahan maka harta tersebut secara yuridis menjadi terlepas dari penguasaan pemilik asalnya dan dengan dilembagakan untuk selama-lamanya  guna untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, benda tersebut tidak saja terlepas dari penguasaan pemiliknya akan tetapi juga telah keluar dari dunia perdagangan sehingga tidak lagi dapat dijadikan obyek perbuatan hukum.

B. Praktek Perwakafan Tanah
Berdasarkan dokumentasi data tentang daftar tanah perwakafan dari tingkat daerah Muhamadiyah kabupaten Bogor, khususnya dari Majlis Wakaf dan Kehartabendaan, maka di Bogor terdapat tidak kurang dari 60 persil/ bidang tanah dengan luas 64.677 M2 yang tersebar dalam penguasaan Muhamadiyah ranting, cabang dan daerah dalam lingkungan kabupaten Bogor. 
a. Penguasaan Tanah Wakaf
Dengan data diatas, diperkirakan Muhamadiyah adalah suatu organisasi sosial keagamaan yang menguasai/ memiliki tanah dalam jumlah yang cukup besar. Adapun jumlah persil/ bidang dan luas tanah yang dikuasai oleh Muhamadiyah di Kabupaten dan disesuaikan dengan pembagian cabang persyarikatan Muhamadiyah, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah Persi/ Luas dan Lokasi Tanah
Yang dikuasai Muhamadiyah
	No.
	Cabang
	Jumlah
	Luas M2

	1.
	Leuwiliang
	36
	38.618 M2

	2.
	Jasinga
	18
	20.494

	3.
	Puraseda
	4
	1.665

	4.
	Cisarua
	1
	3.500

	5
	Cibinong
	1
	400



b. Status Tanah
Status tanah yang dikuasai Muhamadiyah di Kabupaten Bogor, seluruhnya berstatus tanah milik. Status tanah yang dikuasai oleh Muhamadiyah bila dilihat dari lokasinya di Kabuapten Bogor, maka perinciannya adalah seperti tercantum dalam tabel 2.
Tabel 2.
Status tanah Yang dikuasai Muhamadiyah menurut lokasinya
	No.
	Cabang
	Status Tanah
	Jumlah

	
	
	HM
	HGB
	HGU
	HP
	

	1
	Leuwiliang
	36
	-
	-
	-
	36

	2
	Jasinga
	18
	-
	-
	-
	18

	3
	Puraseda
	4
	-
	-
	-
	4

	4
	Cisarua
	1
	-
	-
	-
	1

	5
	Cibinong
	1
	-
	-
	-
	1

	
	Jumlah
	60
	
	
	
	60





c. Cara Memperoleh Tanah
Di Muhamadiyah terlihat kecenderungan untuk memberlakukan tanah yang diperoleh melalui titel wakaf, hibah, maupun pembelian sebagai harta wakaf. Hal serupa itu tidak ditemukan secara tegas dalam hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang dalam Hadist-hadist yang dijadikan dasar hukum wakaf terdapat beberapa istilah/ redaksi yang dipakai untuk penyerahan wakaf. Misalnya dalam hadist Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh lima ahli hadist tentang wakaf Umar Ibn Khattab disebutkan, ”In syi’ta habasta aslaha wa tashaddaqta biha”.  Maksudnya jika suka, engkau tahan pokoknya dan engkau gunakan untuk sedekah (dijadikan wakaf). Dalam hadist lain, untuk wakaf digunakan istilah “ sadaqatin jariah” seperti tercantum dalam hadist Abu Khurairah yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadist kecuali Bukhari dan Ibn Majah.
Di Muhamadiyah, tanah wakaf yang diperoleh melalui pembelian dan dananya diperoleh, baik melaui les derma, amplop atau kartu wakaf yang dari awal berniat untuk berwakaf. Cara seperti ini  memberi peluang lebih besar bagi umat islam untuk ikut berwakaf karena hanya sedikit yang mempunyai tanah cukup luas dan mampu berwakaf sendirian.
Sebenarnya pendirian seperti ini, juga dipegang dan dipraktekkan oleh sebagian besar umat islam selain Muhamadiya di Bogor. Di berbagai kecamatan sering ditemui adanya kotak sumbangan atau celengan bertuliskan “ wakaf “  masjid, madrasah terletak di warung, di pasar, di pinggir jalan dan lainnya.
d. Pengelolaan Tanah Wakaf
Undang-undang No. 5 Tahun 1960, UUPA pasal 6 menyebutkan, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Berdasarkan pernyataan ini, berarti bahwa hak atas (apapun jenis haknya) yang ada pada seseorang tidak boleh dipergunakan sekehendaknya secara mutlak, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi apalagi bila hal itu menimbulkan kerugian umat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak itu, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang mempunyai tanah itu maupun bermanfaat bagi umat dan negara. Berhubung dengan fungsi sosialnya maka setiap pemegang hak harus memelihara baik-baik tanah wakaf dan berusaha menambah kesuburan dan menjaga dari kerusakan.
Pemegang hak milik disini, bukan warga asing. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh warga asing dan pemindahan hak milik warga negara asing dilarang. Warga negara asing hanya dapat mempunyai hak pakai atas tanah yang luasnya terbatas.
Demikian juga, pada dasarnya badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik, pemerintah menetapkan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan memenuhi beberapa persyaratan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum dapat mempunyai hak milik atas tanah, pasal 1 menyebutkan: Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu:
a. Badan-badan hukum keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar Meteri Agama.
b. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar Menteri Keeejahteraan Sosial.
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Surat Keputusan No. SK-14/DDA/1972 tanggal 10 Februari 1972, Surat Keterangan No.K/162-LK/71/MS tanggal 7 September 1971, Menteri Sosial a,i yang ditandantangani oleh KH. Dr. Idham Chalid, dan Menteri Agama RI dengan pernyataan No.1 Tahun 1971 tanggal 9 September 1971 ditandatangani oleh KH. M. Dachlan, menyatakan; Muhamadiyah adalah badan hukum organisasi, disamping kegiatan-kegiatan dalam bidang keagamaan adalah pula merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial.
Dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, pasal 1 ayat (4) dan pasal 7 ayat (1) menyebutkan; bahwa nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas dan pengawasan benda wakaf, disamping mengawasi dan mengurusi juga meningkatkan hasil wakaf menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf.
Muhamadiyah sebagai nadzir badan hukum, berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf bersangkutan, dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif. Bila harta wakaf itu wakaf tanah, ia berhak menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dianggapnya baik dan memberi hasil. Ia berhak juga menyewakan tanah kepada orang lain dan membagi hasil yang diperoleh kepada orang yang berhak menerimanya. Namun demikian, pengelola wakaf tidak berhak menggadaikan tanah wakaf itu menjadi jaminan hutang, baik untuk kepentingan harta wakaf itu sendiri atau menjadi jaminan hutang orang atau orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf yang dimaksud.
Pengelola tanah wakaf yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhamadiyah Kabupaten Bogor dalam rangka pemberdayaan umat, sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Agraria No.593/2483/Agr, yaitu digunakan untuk:
1. Sarana Peribadatan
Dari data wilayah cabang pimpinan Muhamadiyah selain cabang Puraseda dan Jasinga. Sarana peribadatan yang terdapat di cabang Cisarua, Cibinong dan Leuwiliang seluas ± 5.628 M2. Dengan perincian cabang Cisarua dan Cibinong masing-masing sebuah sarana peribadatan dan selebihnya dibangun di Leuwiling. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhamadiyah untuk meningkatkan kualitas mental dan spritualitas umat, antara lain: mengadakan pengajian bulanan maupun mingguan, penerangan-penerangan yang berkaitan dengan wakaf yang disaampaikan oleh para muballig dan kyai.
2. Keperluan Sosial
Keperluan Sosial mencakup sekolah, pesantren, madrasah dan rumah yatim.  Luas tanah wakaf yang dipergunakan untuk keperluan sosial ± 27.461 M2. Dari data yang dihimpun, bahwa motivasi yang mendorong umat Islam mewakafkan tanahnya, mulai mengalami pergeseran kebutuhan. Pemanfaatan tanah wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan sosial adalah 36.66%, sedangkan untuk peribadatan adalah 18.33%. penyebaran untuk sarana sosial ini meliputi cabang Leuwiliang, Jasinga dan Puraseda.
3. Penunjang Kegiatan
Dalam rangka meningkatkan kegiatan persyarikatan Muhamadiyah, pengelolaan sawah dan kebun yang luasnya ± 29.115 M2 digunakan untuk memperlancar atau mendukung semua program yang telah ditetapkan oleh persyarikatan Muhammadiayh. Pengelolaan sawah dan kebun terdapat di beberapa wilayah cabang Muhamadiyah, yaitu cabang Leuwiliang dan Jasinga.
Wakaf yang ada di Indonesia ini sangat banyak, dari wakaf tanah milik saja telah banyak menolong kebutuhan umat terutama dalam bidang ekonomi dan keagamaan. Kebanyakan tanah wakaf diperuntukkan bagi pembangunan masjid, mushalla, pekuburan, madrasah dan lainnya. Dalam pembagunan masjid atau madrasah, misalnya harta yang diwakafkan itu terlihat pula pada sumbangan bahan atau kalau berupa uang, uang itu oleh panitia dibelikan pada bahan bangunan utnuk membangun masjid atau madrasah, senabagaimana praktek yang ada di Muhamadiyah Bogor, ada juga dengan cara mengelilingi ruangan-ruangan bangunan tersebut untuk dijadikan wakaf oleh orang yang menyedekahkan uang atau hartanya. Budaya gotong-royong umat Indonesia mewarnai perwakafan di tanah air.
Wakaf di Indonesia cenderung sebagai wakaf konsumtif, jarang wakaf produktif  kecuali di Sumenap dan Gontor, yang juga masih belum seperti wakaf di Al-Azahar. Sangat diharapkan wakaf itu bukan hanya sebagai schockbreaker dalam kehidupan umat, hanya untuk menaggulangi kebutuhan yang ada, melainkan wakaf yang produktif yang menjadi sumber dana untuk pembangunan umat. 
Di Sumenap, yaitu Sultan Notokusumo I pada tahun 1200 H atau lebih kurang tahun 1670M, mewakafkan kota Sumenap waktu itu, tanah berikut bangunannya yang ada diatasnya, seperti istana yang kini menjadi gedung Kabupaten Sumenap, toko, lapangan olah raga dan lain-lain, untuk kepentingan fakir miskin di Sumenap. Wakaf ini di Sumenap dikelola oleh Nadzir yaitu keturunan Sultan Notokusumo I.
Di Desa Gontor, sebagai  wakaf produktif adalah perwakafan tanah untuk Pondok Modern Gontor, Kecataman Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Di Desa itu, ada sebuah wakaf yang diserahkan kepada badan wakaf sebagai nadzirnya. Penyerahan itu dapat dibaca dalam sebuah piagam yang ditandatangani mereka pada tanggal 12 Oktober 1958. Dalam piagam itu disebutkan bahwa para wakif menyerahkan Pondok Modern Gontor dimaksud beserta harta benda kekayaannya, berupa: a. 1.749 ha tanah, b. 16.852 ha tanah sawah, dan 12 buah gedung beserta seluruh alat perlengkapannya.
Tanah wakaf berupa sawah dan tanah kering di sekitar Pondok Pesantren Gontor itu, mendatangkan hasil yang seluruhnya untuk membiayai lembaga pendidikan itu beserta santrinya. Selain dari wakaf yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum, di Indonesia terdapat juga wakaf yang dikenal dengan wakaf gotong-royong.
Wakaf dengan cara gotong royong meruapakan krakter bangsa Indonesia yang sering muncul apabila umat mempunyai sesuatu kebutuhan tertentu. Apabila umat memerlukan sarana ibadah (mushalla atau masjid), mereka membentuk panitia pembangunan masjid atau mushalla itu, adakalanya dalam pengadaan tanahnya para oang kaya yang mewakafkan tanahnya, dan panitia secara gotong royong membangun masjid atau mushalla itu. Begitu pula, apabila mereka memerlukan bangunan sekolah atau madrasah dan lainnya, mereka membentuk panitia pembelian tanah untuk pembangunan gedungnya.
Wakaf gotong royong yang terjadi di Kecamatan Wonocolo Surabaya, umat ingin mempunyai madrasah. Tanah belum punya dan biaya untuk membelinya pun belum ada, apalagi biaya untuk membangun gedungnya. Kemudian umat itu membentuk panitia pengadaan tanah dan pembangunan gedung madrasah. Panitia mencari tanah yang akan dijual, yang luasnya cukup untuk suatu madrasah. Panitia menemukan sebidang tanah yang cukup luas untuk madrasah dan akan dijual. Panitia mengadakan tawar menawar harga permeter perseginya. Setelah ada tanah dan kesepakatan harga. Kemudian panitia membuat edaran kepada anggota umat; siapa yang ingin  mewakafkan tanah kepada madrasah, boleh 1 meter2, 2 meter2 dan banyaknya tidak terbatas. Maka hasilnya ada yang 2 meter2, ada yang 10 meter2 bahkan ada yang 50 meter2. Setelah semua terbeli, panitia memproses perwakafan tanah seluruhnya ke Kelurahan, Kecamatan, Kantor Agraria dan KUA. Maka terjadilah perwakafan tanah secara gotong royong. Dan tuga panitia melanjutkan pembangunan gedung madarasahnya. Panitia melelang siapa yang mewakafkan bata sekian ribu, pasir, semen, genteng dan lain-lain. Dengan tidak terlalu lama pembangunan selesai dengan parisipasi umat dengan wakaf bersama.
Wakaf produktif dapat diwujudkan oleh perorangan, kelompok orang atau badan hukum, bila ada keragaman persepsi dan pemahaman yang sama dikalangan orang mampu (aghniya) yang mempunyai kekayaan yang pantas mewakafkan hartanya atau sebagian hartanya. Oleh karena itu, sangat diperlukan penyebaran pemahaman wakaf dari segi epistemologinya dan axiologinya.
Wakaf yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan/ memanfaatkan harta dijalan Allah Swt. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai sarana pemberdayaan umat, kemanusiaan dan sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan dan sebagainya.

C. Bentuk-bentuk Pemanfaatan Tanah Wakaf
Tanah-tanah yang dikuasai/ dimiliki oleh Muhamadiyah di Bogor, oleh masing-masing ranting, cabang dan daerah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Secara garis besar, sesuai dengan klasifikasi seperti yang ditentukan oleh Surat Direktorat Jenderal Agraria No.593/2483/Agr, tanggal 22/6/1982, tanah-tanah tersebut digunakan untuk:
a. Keperluan peribadatan seperti, masjid, mushalla/surau/langgar.
b. Keperluan Sosial, seperti sekolah, panti asuhan yatim, rumah sakit
c. Penunjang kegiatan, seperti sawah dan kebun
Secara rinci, pemanfaatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel  3.
Pemanfaatan Tanah Oleh Muhamadiyah di Kab. Bogor
	No.
	Pemanfaatan
	Jumlah Persil

	1
	Sekolah
	8

	2
	Madrasah
	13

	3
	Pesantren
	1

	4
	Langgar / Mushalla
	7

	5
	Masjid
	4

	6
	Panti Asuhan yatim
	5

	7
	Sawah
	6

	8
	Kebun
	10

	9
	Tanah kosong / Kuburan
	6

	Jumlah
	60



Jumlah persil dilihat dari sudut pemanfaatan ini lebih besar dari jumlah pesrsil yang sesungguhnya seperti yang tercantum pada tabel diatas. Sebabnya ialah di beberapa lokasi dalam satu persil tanah ditemukan beberapa jenis bangunan yang berbeda pemanfaatannya, misalnya satu persil dimanfaatkan untuk:
a. Sekolah, taman kanak-kanak dan gedung kantor
b. Masjid dan sekolah
c. Panti asuhan dan mushalla 
Diantara tanah-tanah kosong yang tercantum pada nomor tujuh (7) tabel diatas, termasuk didalamnya sawah-sawah yang tidak digarap lagi. Sehubungan dengan tanah kosong yang belum dimanfaatkan oleh Muhamadiyah ini, dalam beberapa tahun terakhir muncul satu model masalah baru yaitu dengan berlakunya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah ini muncul disebabkan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:
1. Tanah yang diterima oleh Muhamadiyah beberapa tahun sebelumnya, sampai saat terakhir belum dibuatkan akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf ataupun surat penyerahan lainnya kepada Muhamadiyah. Dengan demikian, tanda bukti hak atas tanah tersebut (baik berupa segel adat, sertifikat atau tanda lunas penyicilan kapling), tetap atas nama perorangan pemilik lama yaitu si wakif. Tanda bukti hak ini tidak dapat dibalik nama karena tidak ada bukti transaksi yaitu perwakafan. Dengan demikian, secara formal tanah itu dianggap bukan milik Muhamadiyah, satu badan hukum yang bergerak dalam bidang atau kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan kesehatan yang sebenarnya dibebaskan dari pembebanan PBB berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1)a UU. No. 12 tahun 1985.
2. Walaupun sudah berada ditangan Muhamadiyah selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, diatas tanah wakaf tersebut belum didirikan satu bangunan pun, baik berupa masjid, mushalla atau sekolah. Dengan demikian, secara riil tidak bisa dibuktikan bahwa diatas tanah tersebut memang akan dibangun sarana pelayanan umum seperti dimaksud oleh pasal 3 ayat (1)a UU.No.12 Tahun 1985 tersebut diatas. Seandainya sudah terlihat ada bangunan seperti tempat ibadah, sarana pendidikan walaupun misalnya tanah tersebut masih atas nama perorangan, maka persyaratan seperti apa yang dimaksud oleh pasal 3 ayat (1)a ketentuan Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sedikit banyaknya sudah terpenuhi.
Pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa urutan pertama pemanfaatan tanah wakaf (36.66%) adalah untuk sarana pendidikan seperti sekolah, madrasah atau pesantren. Urutan kedua yaitu sarana penunjang kegiatan seperti sawah dan kebun, yang dimaksud dengan penunjang kegiatan adalah usaha produktif yang dimanfaatkan untuk pertanian, ladang dan peternakan.
Dalam usaha produktif tampaknya disini lebih menjelaskan dalam rangka pemeliharaan masjid, pondok pesantren atau madrasah dan pranata lainnya, maka diperlukan adanya wakaf sebagai sumber dana. Kemungkinan disini, fungsi wakaf yang dimaksudkan dan sampai sekarang ini masih tetap berkembang di kalangan umat Islam pada umumnya. Bila dipresentasikan pemanfaatan tanah wakaf yang terdiri darin sawah dan kebun adalah (26.66%), termasuk dalam katagori ini ialah masjid dan mushalla, sedangkan urutan ke empat, yaitu tanah kosong (10%) dan kelima, yaitu untuk keperluan sosial (8.33%), termsuk dalam katagori ini seperti rumah panti asuhan yatim. 


SIMPULAN

Praktek dan model perwakafan yang dikelola oleh Persyerikatan Muhamadiyah Kab. Bogor menunjukkan, antara lain;
a. Pemahaman terhadap wakaf, wakif dan nadzir adalah cukup baik, ini terbukti dari beberapa luas tanah yang yang diwakafkan kepada Persyerikatan Muhamadiyah.
b. Model perwakafan tanah yang diterapkan oleh Muhamadiyah semata-mata merupakan jawaban terhadap kebutuhan riil yang dirasakan masyarakat. misalnya dalam cara memperoleh tanah wakaf, Umat Islam dapat membelinya secara kolektif dan menjadilah tanah yang dibeli tersebut tanah wakaf. Sedangkan mengenai status tanah wakaf, ternyata dalam data daftar tanah wakaf  tertulis berupa Hak Milik, HGB dan Hak Pakai, tetapi tanah yang dikuasi selama ini oleh persayerikatan Muhamadiyah seluruhnya berstatus tanah milik.
c. Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Muhamadiyah sebagian besar dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, kemudian perkebunan dan sawah sebagai sarana pendukung kegiatan organsasi dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai sarana ibadah dan sosial.
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